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ABSTRAK

CATATAN

Dengan adanya penambahan jenis pakaian dinas dan perubahan desain
atribut pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas
dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi
Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian
Dinas dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-47.PL.02.03 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Harian
bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-01.KP.07.02 Tahun 2010 tentang Atribut Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini
sehingga perlu diganti, karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi
Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 2008;
PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No0.28 Tahun 2014;
PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.30 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pakaian Dinas Upacara,
Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas Khusus yang
terdiri dari PDK Pemasyarakatan, PDK Imigrasi, PDK Protokoler dan PDK
Pengamanan Khusus, Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia, Pakaian
Batik, dan Pakaian Olah Raga. Pakaian dinas sipil lainnya yang tidak diatur
dalam Peraturan Menteri ini dapat dipergunakan di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17
September 2018.



Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang
Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan
Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Lamp.78 him.



